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Motto:
Darn Abi Hurairah. 1a berkata:

Telah bersabda Rosullullah, Saw: Barang siapa melepaskan dan seorang
muslim satu kesusahan dan pada kesusahan-kesusahan di dunia. Niscava Allah
iepaskan dia dan pada satu kesusahan dan pada kesusahan di akhirat!dan barang
stapa memben kelonggaran kepada seorang vang susah. niscava Allah memben
kelonggaran baginva di dunia dan di akhiral, dan barang siapa menutup seorang
mushm niscaya Allah tutup ia di duma dan diakhirat. dan Allah menolong

seseorang selama 1a menolong saudaranya.

(HR. Bukhan)

Sumber - Terjemahan Kitab Bhulughul Maram, 1989:813
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Ringkasan

Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah luas lahan yang dapat
dipergunakan oleh manusia ataupun oleh suatu badan hukum sangatiah terbatas
sedangkan jumlah manusia yang berhajat dengan tanah sebagai wahana
pemenuhan kehidupannya senantiasa bertambah tanpa diinngi oleh persediaan
lahan yang mencukupi. Pada akhimya kondisi semacam ini mengakibatkan
kebutuhan masyarakat akan lahan tidak dapat terpenuhi dengan baik. Disinilah
kemudian sening kali timbul permasalahan vang disebabkan oleh kebutuhan akan
lahan yang tidak terpenuhi, seperti pemakaian lahan tanpa 1jin yang berhak dan
lain sebagainya vang sering kali memnimbulkan kecemburuan ditengah-tengah
masyarakat.

Penyusunan karya ilmiah dengan mengambil permasalahan mengenal
permohonan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai olch PT Perkebunan
nusantara (persero) X sckaligus hambatan-hambatan yang di hadapi oleh
masyarakat Antirogo dalam upaya permohonan tersebut bertujuan untuk mengkaji
proses pelepasan tanah terscbut dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh
mayarakat Antirogo dalam mengatasi hambatan-hambatan vang dialami sclama
proses permohonan perlepasaan tanah PT Perkebunan Nusantara (persero) X

Metode vang digunakan sebagai pedoman untuk mempelajan  dan
menganalisa  serta  memahami  lingkungan  yang  dihadapi  menggunakan
pendekatan masalah yundis sosiologis dengan suatu pendekatan empinik, dan data
hukum yang didapat berupa data hukum primer dan data hukum sekunder, dengan
metode pengumpulan data hukum, penyusun memperoleh melalui studi literatur
dan studi lapangan Scbagai langkah akhir dani penyusunan karya ilmiah im
adalah melakukan anahsis terhadap data hukum \mng diperoleh  dengan
menggunakan desknpuf kualitanf

Berdasarkan data hukum yang diperoleh dapat diketahui bahwa
permohonan pelepasan tanah PT Perkebunan Nusantara (persero) X dengan Hak
Guna Usaha telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan walau pun
dalam proses perlepasan sebagian hak guna usaha tersebut tidak menggunakan
bantun dan panitia pengadaan tanah. Selain itu yang menjadi faktor penghambat

xiii
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dalam proses permohonan tanah PT Perkebunan Nusantara (persero) X tersebut
Justru datang dan warga Antirogo sendin vang tidak ingin tanah tersebut dijadikan
schagail sarana umum.

Kesimpulan yang dapat ditanik dan penvusunan karya ilmiah ini adalah
walupun dalam proses permohonan pelepasan tanah PT Perkebunan Nusantara
(persero) X atu tidak menggunakan bantuan dan pamtia pengadaan tanah,
perlepasan terscbut dapat dianggap sah dan berlaku karena tanah yang
dimohonkan hanya memiliki luas lahan kurang letnh 1 (satu) Ha Kehadiran P Sn
yang menguasal tanah eks-PT Perkebunan Nusantara (persero) X tanpa izin
tersebut memjadi  faktor penghambat dalam upaya penyedian tanah untuk
kepentingan umum sebagaiman vang diharapkan.  Saran yang dapat dibenikan
dalam penyusunan karya ilmiah ini antara lain, seharusnya Kepala Daerah
Kabupaten Jember untuk turut berperan aktif dalam menangani kasus tersebut
dengan berpegang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau

Kuasanya.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, sudah
dapat dipastikan bahwa setiap orang tentu akan memerlukan tanah untuk dijadikan
wahana guna memenuhi hajat  hidupnya, pun ketika seseorang  harus
meninggalkan dunia ini manusia masih memerlukan tanah sebagai tempat
persemayaman yang terakhir,

Perlu disadan bahwa jumlah luas lahan yang dapat dimiliki (dikuasai) oleh
manusia ataupun badan hukum sangatlah terbatas sekali, sedangkan jumlah
manusia yang berhajat dengan tanah sebagai wahana pemenuhan kehidupan
mereka senantiasa bertambah tanpa diiringi dengan penambahan jumlah luas
tanah, bertambah banyaknya jumlah manusia yang memerlukan tanah tidak hanya
dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bagunan {(rumah) saja melainkan jupa
tanah sering kali dijadikan sebagai faktor pendukung kemajuan di segala bidang,
sepertl ekonomi, sosial budaya, dan teknologi turut serta mengurangi luas lahan
yang diperlukan secara langsung oleh manusia.

Dalam hidang ekonomi misalnya, tanah sangat dibutuhkan oleh sektor ini
dengan alasan dalam rangka peningkatan pendapatan guna kesejahteran bersama
terpaksa mengambil berhektar-hektar Juas lahan untuk dimanfaatkan. baik dalam
bentuk bangunan, jalan, tempat hiburan, perkebunan dan sebagainya.

Keadaan semacam ini akan berlangsung secara terus menerus terlebih pada
negara berkembang seperti Indonesia dimana luas tanah yang dibutuhkan dalam
rangka proses pembangunan tidak dapat dihalangi. Bahkan proses penggundulan
hutan baik legal ataupun ilegal seakan dihalalkan demi alasan tersebut, sebagai
dampaknya semakin lama dirasakan luas tanah menjadi sempit dan semakin
sedikit, sedangkan pada keadaan yang sama permintaan (kebutuhan) akan lahan
terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk

Pada akhimya kebutuhan masyarakat akan lahan tidak dapat dipenuhi oleh
persedian luas tanah yang terbatas. Schingga tidak mengherankan manakala
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ketidakseimbangan antara luas tanah yang diperlukan dengan persedian luas tanah
yang ada sering kali menimbulkan polemik yang cukup serius, yang sering kali
terjadi baik antara orang sebagai individu maupun orang sebapai suatu komonitas
masyarakat, atau mungkin badan hukum yang diperlakukan sebagai manusia.

Sebagai wujud dalam upava mensejahterakan kehidupan rakyat yang
merupakan cita-cita luhur dan Bangsa Indonesia, maka Pemerintah tidak hanya
mengandalkan peraturan yang mengatur menggenai luas maksimum tanah yang
dapat dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan
juga untuk mencapai cita-cita luhur tersebut pemenntah memproklamirkan
hahwa, tanah-tanah yang berada di vuridiksi negara Indonesia memiliki fungsi
sosial, schagaimana vang tercantum di dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok
Agrana yang menyatakan bahwa, “Semua hak atas tanah mempunyai fungs
sosial ™

Kententuan ini menunjukan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanah itu akan dipergunakan (atau
udak dipergunakaan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal
tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar oleh karenanya
penggunaan tanah harus disesuatkan dengan keadaanya dan sifat dari pada haknya
sehingga apa yang menjadi haknya dapat bermanfaat baik bagi kesejateraan dan
kebahagian yang mempunyainya ataupun bermanfaat juga bagi masyarakat dan
negaranya.

Satu hal yang perlu diingat dalam ketentuan tersebut, bahwa kepentingan
perseorangan bukan berarti terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat) karena
Undang-Undang Pokok Agraria juga memperhatikan kepentingan-kepentingan
perseorangan,

Fungsi sosial atas tanah memang ditujukan semata-mata untuk
menscjahterakan rakyatnya karena dengan fungsi ini tidak dibenarkan
kepemilikan suatu tanah dengan semena-mena oleh orang yang menghaki tanpa
memperhatikan kepentingan orang banyak. Namun sering kali dalam penerapanya
pengertian fungsi sosial ini sangat sulit dipraktekan terlebih manakala orang atau
badan hukum yang menghendaki sebidang tanah tersebut memiliki kedekatan



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan pemerintah atau semata-mata dapat menjanjikan bagi orang yang duduk di
pemenntahan dengan menggunakan tameng dalam rangka peningkatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Fenomena yang hidup dan berkembang di masyarakat akhir-akhir ini
menunjukan bahwa fungsi sosial atas tanah tidak dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan ini sering kali menjadi akar permasalah dalam konfik perebutan
lahan antara pemilik lahan dengan masyarakat sekitar. Nampaklah disini bahwa
fungsi sosial atas tanah sulit untuk direalisasikan dan dilain pihak kebutuhan
masyarakat akan lahan untuk kegiatan sosial terus meningkat dengan tidak
diringi oleh kesediaan lahan kosong,

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun mencoba untuk membahas
lebih lanjut mengenai fungsi sosial atas tanah sebagaimana yang telah diatur di
dalam pasal pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria dalam skripsi ini dengan
judul “PELEPASAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI WUJUD PENERAPAN
PASAL 6 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (Kasus Permohonan
Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha PTPN X oleh Masyarakat antirogo)

1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penyusunan
sknipsi ini adalah sebagai berikut :
|. Bagaimana proses permohonan pelepasan sebagian hak puna usaha PTPN X
oleh masyarakat Antirogo?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi masyarakat Antirogo untuk memdapatkan
tanah yang dimohonkan?

1.3.Tujuan Penulisan
Sebagai salah satu karya ilmiah maka, penyusunan skripsi ini memiliki
tujuan yang hendak dicapai. Adapun penyusunan sknipsi ini terbagi menjadi dua
antara lain:
1.3.1 Tujuan Umum
I. untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sagana pada
Fakultas Hukum Universitas Jember.
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2 scbagai tambahan wacana dan informasi bagi perkembangan keilmuan untuk
masyarakat secara luas.

1.3.2 Tujuan Khusus

1 Untuk mengkaji proses permohonan pelepasan sebagian hak guna usaha PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X oleh masyarakat Antirogo

2 Untuk mengkaji apa yang menjadi hambatan bagi masyarakat Antirogo untuk
mendapatkan tanah yang dimohonkan.

1.4 Metodologi

Dalam penyusunan skripst ini penyusun menggunakan metode penulisan
sebagai berikut:
1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
pendekatan yuridis sosiologis atau empink Pendekatan sosiologis atau empirik
yaitu penehtian hukum yang menggunakan data primer (Soemitro, 1994:10). Pada
penelitian hukum sosiologis atau empins, maka yang ditelii pada awalnya adalah
data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitan terhadap data primer
yang diperoleh dilapangan terhadap masyarakat (Soekanto, 1984:52)

1.4.2 Sumber data
Dalam penyusunan sknipsi ini dipergunakan dua macam sumber data yang
meliputy |
a. Sumber data pnmer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama yaitu penlaku warga masvarakat melaluw penelitian
b. Sumber data sckunder, vyaitu sumber data yang diperoleh dan studi
kepustakaan yang mencakup dokumen resmi (peraturan perundang-undangan)

buku-buku, hasil penelinan  yang berwujud laporan, buku hanan
(Sockanto, 1984 12)
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan agar penyusunan skripsi im

mengandung kebenaran ilmiah yaitu dengan cara;

a.  Studi hiteratur
Studi literatur adalah pengumpulan data dengan mencari dan mempelajan
karya 1lmiah., buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dan
beberapa artikel yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam
penyusunan skripsi ini.

b. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah pengumpulan data yang dipergunakan untuk
memperoleh data primer yang dilakukan dengan mempergunakan teknik
wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pejabat kelurahan,
perangkat desa dan tokoh masyarakat di Kelurahan Antirogo Kabupaten
Jember,

1.4.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
dimana deskniptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang
manusia, keadaan atau gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-
hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru
(Sockanto,1984:10). Pendekatan kualitatif pada dasarmya berarti penyorotan
terhadap masalah serta usaha pemecahan yang dilakukan dengan upaya-upaya
yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penclitian ke
dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik generalisasi seluas mungkin
ruang lingkupnya, pendekatan kualitatf sebenarnya merupakan tata cara
penclitian yang menghasilkan data deskniptif yaitu apa yang dikatakan oleh
perangkat desa dan tokoh masyarakat secara lisan. Dengan demikian, maka
dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti bertujuan untuk mengerti
atau memahami gejala yang diteliti. (Bogdan dalam Soekanto, 1984:32)
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BAB I
FAKTA, LANDASAN HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Kelurahan Antirogo terletak antara;
- Sclatan berbatasan Kecamatan Wirolegs
- Utara berbatasan Kecamatan Patemon
- Barat berbatasan Kecamatan Baratan
- Timur berbatasan Kecamatan Sumberpinang
yang memiliki luas lahan mencapai 782.700 Ha. Sedangkan luas lahan perianian
mencapai 465 Ha. dengan luas lahan pertanian yang mencapai lebih dari 465 Ha
mata pencahanian sebagian besar penduduk Antirogo sebagai petani,

Kasus tanah Antirogo bermula dari masyarakat sekitar dipusingkan dengan
tidak adanya sarana pemakaman umum, lapangan olah raga, perumahan penduduk
bagi yang tidak mampu. Selama ini bilamana ada warga yang meninggal dunia,
maka pemakamannya harus menumpang jauh didesa letangga dan tidak jarang
bila ada ahli waris memohon sedikit lahan kepada tetangga yang memiliki lahan
lebih untuk dijadikan pemakaman, sehingga sudah menjadi keadaan vang biasa
manakala disebelah rumah terletak perkuburan dengan posisi yang tidak teratur.

Kondisi semacam ini sudah barang tentu tidak dapat dipertahankan untuk
Jangka waktu yang lama, karena lahan yang dimiliki wargapun sangat terbatas.
Pada awal tahun 2003 salah seorang (P. jsh) dari Partai Demokrasi Indonesia -
Perjuangan memberikan usulan kepada masyarakat sekitar untuk memohon tanah
yang dikuasai oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) X yang telah dua tahun
tidak dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai tempat pemakaman umum, sckaligus
sarana olah raga, dan perumahan bagi warga yang kurang mampu Usulan 1m
mendapat sambutan yang sangat baik oleh masyarakat sekitar yang notabene
sangat membutuhkan tanah tersebut.

Usulan tersebut kemudian disampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Jember, yang tembusannya ditujukan ke Dewan Permusyawaratan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) X
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selaku penggelola lahan tersebut. Lahan yang sebenarnya adalah lahan RVO
(recht van opstal) dengan nomor 4162 berdasarkan buku kerawangan desa masih
ada ahli warisnya vang sah vaitu Bapak Tum yang merupakan keturunan dan
Bapak Misdih Simidin sipemilik lahan. Namun lahan tersebut d sewa oleh
Belanda selama 35 tahun dengan hak erfacht dan hingga Indonesia merdeka lahan
tersebut diteruskan oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) X dengan hak puna
usaha hampir 50 tahun. Sedangkan bapak Tum sendin sudah tidak memiliki lagi
alat bukti yang berupa surat perjanjian antara P'I’ Perkebunan Nusantara (Persero)
X dengan dirinya, hal im dikarenakan sural perjanjian yang tclah discpakat
bersama terbakar dengan tidak sengaja oleh kakaknya, walaupun demikian ketika
hak kepemilikan mengenai status tanah tersebut di penksa dikantor pertanahan
memang benar hingga kini tanah tersebut masih dikuasai oleh Bapak Tum
sebagai keturunan Bapak Misdih Simidin.

Sebenamya permohonan tanah RVO dengan nomor 4162 telah mendapat
persetujuan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pemakaman umum, sarana olah
raga, dan pemukiman bagi warga yang kurang mampu baik oleh PT Perkebunan
Nusantara (persero) X maupun oleh bapak Tum sebagai ahli waris kepemilikan
tanah yang kini dimiliki olah PT Perkebunan Nusantara (persero) X dengan Hak
Guna Usaha dengan surat ukur no.36 tgl. 31 juli 1931 dan no. hak 39 tgl. 23 maret
1934,

Persetujuan ini kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan pengukuran
dan pemetaan terhadap tanah yang dimohonkan oleh pihak kecamatan atas
perintah Bupati, namum penggunaan tanah tersebut tidak dapat digunakan
sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan tanah tersebut dikuasai oleh seorang
warga yang tidak menginginkan tanah tersebut digunakan untuk kepentit:lgan '
sosial hinga kini. (Hasil wawancara dengan  Bapak Endro Lukito, selaku
Sektretans Kelurahan Antirogo. Bapak Saefullah selaku Kepala Kampung Desa
Plinggian. Bapak Joko S Herlambang, S.H. dari PDI-P selaku pemrakarsa
permohonan tanah PTPN X. Bapak Sunarto selaku Guru sekaligus tokoh
Masyarakat Desa Plinggian. Pada tanggal 6.7 dan 13 Apnl 2004 bertempat di
Kelurahan Antirogo Jember.)
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2.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan sknpsi mengenai pembebasan tanah Antirogo

ini penyusun menggunakan landasan hukum yang menjadi pijakan dalam

penyusunan skripsi ini yailu, antara lain:

1,

Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai olch negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan hal-
hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan
tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal i1 memben
wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelengparakan peruntukkan penggunaan persediaan
dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut.

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi air dan ruang angkasa.

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dan negara tersebut pada
ayat 2 pasal in1 digunakan untuk mencapai sebesar-besammya kemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil,
dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaanya dapat
dikuasakan kepada daerah-dacrah Swantantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat sekedar diperlukan dan tdak bertentangan dengan
kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemenniah.

Pasal 6 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa “semua hak
atas tanah memiliki fungsi sosial™

Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa
“tanah ditelantarkan adalah tanah yang bilamana tanah tersebut dengan
sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan
dari pada haknya.”

Pasal 18 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa,



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

8

10.

12.

untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan bersama dan rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan
memben ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan
undang-undang,

Pasal 34 Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

hak guna usaha hapus karena:

a. Jangka waktunya berakhir

b. diberhentikan sebelum jangka waktunya berakimr karena sesuatu syarat
tidak terpenuhi

dilepaskan vleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir
dicabut untuk kepentingan umum

ditelantarkan

tanahnya musnah

ketentuan schagaimana yang tercantum di dalam pasal 30 ayat 2 Undang-
undang Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas

Tanah Benda-benda vang Ada Diatasnya. (Lembar Negara tahun 1961 Nomor
288 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324).

Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960

w e fe

tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin yang Berhak atau Kuasanya.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti
Rugi oleh Pengadilan Tinggl Sehubungan dengan Pencabutan Hak Atas Tanah
dan Benda-benda vang ada Diatasnya, (Lembar Negara Tahun 1973 Nomor 49
Tambahan Lembaran Negara 304)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 535 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bag Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang
Pelaksanaan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada
Diatasnva

Peraturan Menteni Negara Agrana / I"}Epala Badan Pertanahan Nasional
Nomor | Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
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2.3 Landasan teori
2.2.1 Pengertian tanah

Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka
dalam penggunaanya periu diben batasan agar diketahu dalam arti apa istilah
tersebul digunakan,

Pengertian tanah apabila bisa dilihat didalam kamus besar bahasa
Indonesia dapat kita ketahui beberapa pengertian ,antara lain;

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali

2. Keadaan bumi di suatu tempat

3. Permukaan bumi yang dibatasi oleh bahan —bahan dan bumi, seperti
pasir,cadas.dan sebagainya, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
1991:45)

Sedangkan apabila kita lihat pengertian tanah dalam hukum tanah kata
tanah di pakai dalam arti yundis, sebaga1 suatu pengertian vang dibenkan
berdasarakan olech Undang-Undang Pokok Agararia.

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria yang menyatakan
bahwa:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, vang

disebut tanah, yang dapat dibenkan kepada dan dipunyai oleh orang-orang,
baik sendin maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-
badan hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yundis adalah
permukaan bumi sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 4ayat]l undang-
undang pokok Agraria. Baik yang berada didalam daratan yang ada diperm_ukaan
bumi maupun vang ada di permukaan air termasuk air laut.

Berdasarkan bunyi pasal 4 ayat | Undang-undang Pokok Agrana dapat
disimpulkan bahwa pengertian tanah meliputi juga permukaan bumi yang berada
di bawah air.
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2.2.2 Pengertian Tanah Negara
Hak menguasai dan negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik

Indonesia, baik tanah-tanah vang belum ada hak diatasnya maupun yang sudah

dihaki dengan hak-hak perseorangan Sechagaimana yang telah diatur di dalam

ketentuan pasal | dan pasal 2 undang-undang Pokok Agraria yang pada pokoknya
menyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air scria
ruang angkasa merupakan hubungan yang bersifal abadi selain itu pula karena

hubungan yang bersifat abadi tersebut maka kekayaan yang terkandung di

dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara atas dasar pasal 33 ayat 3

undang-undang Dasar 1945. Dengan ketentuan pasal ini maka, tanah-tanah yang

belum dihaki dengan hak-hak perseorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria

di sebul tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Guna menyederhanakan pemakaian kata-kata sering kali dalam praktk
administrasi tanah-tanah yang langsung dikuasai oleh negara disebut dengan tanah
negera. Dalam perkembanganya Hukum Tanah Nasional lingkup pengertian
tanah-tanah yang di dalam Undang-Undang Pokok Agrana disebut tanah-tanah
vang dikuasai langsung oleh negara. Yang semula disingkat dengan sebutan
tanah-tanah negara Semua pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai
oleh negara di luar apa vang disebut tanah-tanah hak. { Harsono, 1999:262)

Sekarang 11 ditimjau dan seg kewenangan penguasaannya, ada
kecendurngan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup
dalam pengertian tanah-tanah negara, meliputi;

. Tanah-tanah wakaf yaitu tanah-tanah hak milik yang sudah drwakafkan.

2. Tanah-tanah hak pengelolaan , yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan hak
pengelolaan yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagaian kewenangan
Hak Menguasai dari Negara kepada pemegang haknya.

3. Tanah-tanah hak ulayat. yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat
hukum adat teritorial dengan hak ulayat

4, Tanah-tanah kaum vaitu tanah bersama masyarakat-masyarakat hukum adat
geneologis
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5. Tanah-tanah kawasan hutan, yang dikuasai oleh departemen Kehutanan
berdasarkan Undang-undang Pokok Kehutanan

6. Tanah-tanah sisa yaitu tanah vang dikuasai oleh negara, bukan tanah-tanah
hak bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah-tanah hak

ulayat dan bukan pula tanah-tanah kawasan hutan. ( Harsono, 1999:263)

2.2.3. Pengertian Fungsi Sosial.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Pokok Agrana yang menyatakan
bahwa “semua hak atas tanah memiliki fungs: sosial”. Pengertian fungsi sosial
dalam pasal ini dijelaskan lebih lanjut didalam penjelasan umum Il nomor 4 yang
menyatakan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial vang berarti
bahwa hak atas tanah apapun vang ada pada sesorang tidaklah dapat dibenarkan,
bahwa tanahnya i1tu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) sernata-mata untuk
kepentingan pribadinya. Apalagi hal tersebut memmbulkan kerugian bagi
masyarakat.(Harsono, 1999:563)

Penggunaan tanah disesuaikan dengan keadaan dan sifatnya dan pada haknya,
hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya
maupun bermanfaat pula bagy masyarakat dan negara, akan tetapi dalam hal i
ketentuan tersebut tidak berarti bahwa, kepentingan sescorang (perseorangan)
akan terdesak sama sckali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang
Pokok Agraria juga memperhatikan kepentingan-kepentingan perscorangan.

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling
mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok sebagaimana
yang termaksud didalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang Pokok Agrana yaitu ;

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dan Negara terscbut pada
ayat 2 pasal imi digunakan untuk mencapai sebesar-besarmya kemakmuran
rakvat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil,
dan makmur.
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Berhubungan dengan fungsi sosialnya sebagaimana vang telah ditentukan
dalam pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi:

Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya scrta mencegah

kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau

instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan
memperhatikan pihak yvang ekonomis lemah.

Berdasarkan pasal 15 Undang-undang Pokok Agraria maka adalah suatu
hal yang sewajarnya, bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik agar bertambah
kesuburannya bahkan dicegah kerusakannya Kewajiban memelihara tanah ini
tidak hanya dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang hak yang bersangkutan
melainkan pula kepada seluruh masyarakat badan-badan hukum atau instansi-
instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan tanah. Dalam
melaksanakan ketentuan ini akan lebih ditink beratkan kepada meraka yang

berstatus ekonomi lemah.

2.2.4. Pengertian Pencabutan dan Pelepasan Hak Atas Tanah

Sekalipun pada prinsipnya aturan pencabutan dan pelepasan hak atas tanah
mempunyail persamaan yaitu merupakan suatu cara pengambilan tanah yang
dihaki oleh seseorang atau badan hukum, untuk keperluan tertentu keduanya
banyak terdapat perbedaan dimana pencabutan hak dilakukan melalui prosedur
yang cukup panjang bilamana dibandingkan dengan cara pembebasan tanah.

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakaan cara yang
terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat di perlukan guna keperluan-
keperluan tertentu untuk kepentingan umum setelah berbagai cara dilakukan
dengan sipunya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa. hasil
sebagaimana yang diharapkan, sedangkan keperluan untuk penggunaan tanah
dimaksud sangat mendesak sekah.

Pencabutan hak atau yang lebih dikenal dengan Onieigening adalah
pengambilan tanah kepunyaan seseorang atau badan hukum oleh negara secara
paksa yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi lepas dan tanah tersebut
berpindah dan pihak semula kepada pihak yang meminta pencabutan tanpa yang
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bersangkutan (pemilik tanah) melakukan suatu perlawanaan atau lalai dalam
melakukan kewajiban hukumnya.(Roosdijo, 1979:72)

Oleh karena itu, pencabutan hak bagi pemilik tanah dapat dipandang
sebagai hilangnya suatu hak, sedangkan bagi pihak lain dipandang sebagai suatu
cara untuk memperoleh hak.

Istilah onteiglaring menurut arti yang sesungguhnya hanya berarti
pencabutan hak eigendom (hak milik) saja sebagaimana juga pengertiannya
digunakan dalan pasal 27 Undang-undang Dasar Sementara 1950, tetapi disini
istilah tersebut diartikan secara luas dalam arti pencabutan ndak saja eigendom,
tetapi diartikan juga hak-hak lain-lainnya.

Disamping pencabutan hak sebagaimana yang digambarkan di atas dikenal
pula yang dinamakan dengan pelepasan hak atau juga senng disebut pembebasan
hak-hak dimana hak seorang atau badan hukum atas sebidang tanah dibebaskan
setelah melalui pembayaran yang sclayaknya karcna tanah tersebut sangat
diperlukan untuk keperluan-keperluan tertentu guna kepentingan umum. Sedang
yang bersangkutan secara suka rela bersedia menyerahkan tanahnya asalkan diben
gantl rugi yang selavaknya.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sebagaimana yang tercantum
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum,
pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa, “pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
ialah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah
dengan tanah yang dikuasainya dengan membenkan ganti kerugian atas dasar
musyawarah ™

Apabila kita melihat pengertian pembebasan hak atas tanah sebagﬁimana
yang dimaksud di dalam Surat Keputusan Gubernur DKI  Jakarta
num-:;r_lhjf 1/3/1969, menyatakan bahwa, “pembebasan hak atas tanah adalah
pembebasan atas semua hak atas tanah, termasuk pengosongan”, dan vang
dimaksud dengan pembebasan hak atas tanah scbagaimana yang telah diatur
didalam  Surat Keputusan Gubemur DKI Jakarta no.Da.11/3/11.1972
menyatakan bahwa, “pembebasan hak atas tanah ialah pembelian, pelepasan hak,

4
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pemberian ganti rugi dan atau dengan nama apapun atas tanah berserta benda-
benda vang ada diatasnya dengan maksud dipergunakan serta dimohonkan suatu
haknyva™. (Roosdijo, 1979:68)

1.2.3. Hak Guna Usaha

Hak Guna Ulsaha sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 sampai dengan
34 Undang-undang Pokok Agrana Pada pasal 28 dinyatakan bahwa,“Hak Guna
Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dalam jangka waktu scbagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan
pertanian, perikanan dan peternakan.”

Berdasarkan pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria, hak guna usaha
adalah hak vang membenkan wewenang kepada seseorang atau badan hukum
untuk mengusahakan tanah vang langsung dikuasai oleh negara untuk kepiatan-
kegiatan pertanian saja. Jadi apabila tanah yang dihaki dengan hak guna usaha
tidak diperuntukkan dalam bidang pertamian, maka hak guna usaha 1tu tidak akan
dibenikan oleh negara kepada orang atau prthak yang memohon.

Kematan pertaman pada asasnya mengandung pengertian pertanian dalam
arti luas dan dalam arti sempit, yang dimaksud dengan pertanian dalam arti luas
adalah pertanmian yang disertar atau yang meliputi juga kegiatan pertemmakan,
perkebunaan, pernikaan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan
pertaman dalam arti sempit ialah pertanian yang kegiatannya hanyalah pertanian
semusim panen belaka.

Disamping wewenang untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut
pemengang hak guna usaha yang bersangkutan juga berhak untuk menjadikan
Hak Guna Usaha atas tanah yang dimibkinya im dapat dijadikan sebagai _]anunan
hutang atau dapat pula memindahtangankan hak guna usaha vang dimiliki dan
mengalihkan kepada ahli warisnya sepanjang jangka waktu ber!akﬁnya hak guna
usaha tersebut belum habis sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang
Pokok Agrana.

Batasan waktu yang dapat diberikan dalam penggunaan hak guna usaha ini
telah diatur di dalam pasal 29 ayat (1), (2), dan (3). Yang isinya sebagai benkut:
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(1) Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat dibenkan
hak guna usaha paling lama 35 tahun

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingal keadaan perusahaan
Jangka waktu yang dimaksud dalam avat 1 dan 2 dapat diperpanjang
paling lama 25 tahun.

Kepemilikan Hak Guna Usaha di dalam Pasal 30 (1) huruf a dan b
memberikan Ketentuan mengenal siapa saja orang saja orang alau badan-badan
vang dapat memohonkan Hak Guna Usaha, orang atau badan yang dapat memiliki
Hak Guna Usaha adalah,

4. warga negara Indonesia,

b. badan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia,

Dalam pasal 30 (2) juga menentukan mengenai hilangnya hak guna usaha vang

dimiliki oleh seseorang atau badan hukum vang berbunyi sebagai berikut,

orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lag
memenuhi syarai-syarat sebagai yang tersebut dalam avat | pasal ini dalam
Jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada
pihak lain yang memenuhi svarat Ketentuan ini berlaku Juga terhadap
pthak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi Syarat
tersebut, jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau
dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum,
dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan menurut
ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemenntah,

Selamn kercna ketentuan di atas Hak Guna Usaha dihapus disebabkan oleh
beberapa sebab sebagaimana yang tercantum dalam pasal 34 Undang-undang

Pokok Agrana antra lain -
Jangka waktunya berakhir

o =

Dihentikan jangka waktunya berakhir dikarenakan suatu syarat tidak terpenuhi

Dilepasnva oleh pemiliknya sebelum jangka waktu berakhir

=

Dicabut untuk kepentingan umum

Ditelamarkan

w

f. Tanahnya musnah

2

Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 UUPA
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2.2.6 Prosedur pembebasan tanah

Jika kita melihat permasalahan pembebasan hak atas tanah dan satu sudut
vaitu dar pithak penguasa maka pengambilan tanah seorang adalah sebagas
pembebasan hak atas tanah dimana pemerintah membebaskan tanah yang
bersangkutan dan hak dan kekuasaan pemegang haknva hingga tanah yang
dunginkan benar-benar bebas dari kekuasaannya Sedangkan apabila dan sudut
pemengang haknya maka perbuataannva adalah berupa pelepasan hak atas
tanah, yaitu sipemengang hak secara suka rela melepaskan hak atas tanah setelah
12 mendapatkan ganti kerugian vang layak atas tanah tersebut

Pembebasan tanah hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan antara
pemenntah dengan pihak pemegang hak baik mengenai teknis pelaksanaannya
maupun mengenal besar dan bentuk ganti —rugi yang dibenkan terhadap tanahnya
Dengan demikian  perbuatan ini haruslah didasarkan kesukarelaan sipemengang
hak. Apabila  sipemengang hak tidak bersedia untuk menyerahkan tanahnya,
maka pihak pemenmtah melalui pamitia khusus untuk mengupavakan agar supava
diserahkan tanah tersebut secara sukarela, andaikata hal yang demikian tetap udak
terlaksana maka, dapat digunakan lembaga “pencabutan hak atas tanah™ bilamana
tanah tersebut benar-benar diperlukan untuk kepentingan umum. Sebagaimana
vang diatur di dalam pasal 21 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bag Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi

Apabila upaya penyelesman yang ditempuh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka Gubemnur
Kepala Daerah  Tingkat T vyang bersangkutan mengajukan  usul
penyelesaian dengan pencabutan hak atas tanah sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tantang Pencabutan Hak
hak atas Tanah dan benda-benda yang Ada I atasnya (Roosdijo,
1979 78] '

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakan cara yang
terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperiuan-

keperluan tertentu untuk kepentingan umum. Atau dengan kata lain pencabutan

hak atas tanah baru ada setelah cara musvawarah dengan vang empunva tanah
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menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan
sedang keperluan untuk pengunaan tanah tersebut sangat mendesak sekali
Pencabutan hak (onfeigening) adalah pengambilan tanah kepunvaan sesuatu pihak
oleh negara secara paksa, vang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus,
tanpa vang bersangkutan melakukan suatu pelangggaran atau lalai dalam
memenuhi suatu kewajiban hukum

Pembebasan 1im1 bukan hanva dilakukan untuk kepentingan umum semata,
akan tetam juga dapat dilakukan untuk Kepentingan swasta. Namun apabila
melihat di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1993
Tentang Pengadaan lanah Bag Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan
Umum tidak dapat kita temui pasal yang mengatur tentang pembebasan hak atas
tanah bag phak swasta. Pembebasan tanah bagi pihak swasta pernah diatur di
dalam Bab 1l PMDN No.15/1975 diatur tentang pembebasan tanah untuk
Kepentingan Swasta yakni pasal 11 ayat 2 dan peraturan tersebut menegaskan
bahwa pembebasan tanah untuk kepentingan swasta pada asasnya harus dilakukan
secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti
rugt dengan berpedoman pada asas musyawarah.

Pihak swasta pun tdak menutup kemungkinan untuk dapat memiliki tanah
vang akan digunakan untuk mencapai tujuannya  walaupun tidak melalw
pembebasan melainkan dengan cara bertemu langsung dengan pemilik haknya,
dengan tidak meclaluw pembebasan hak atas tanah sepern vang dilakukan oleh
pithak pemerintah manakala 1a membutuhkan sebidang tanah untuk kepentingan
sosial telah membenkan perbedaan tidak hanva dan tata cara pembebasan tanah
itu sendin melainkan juga dan maksud pasal tersebut jelas bahwa pihak swasta
tidak diperbolehkan melakukan pencabutan hak apabila nantinva tanah yang
diinginkan tidak diserahkan oleh pemilik atas dasar musyawarah.(Soehardi, tanpa
tahun:27)

Mengenai pembebasan hak atas tanah yang dilalukan oleh pihak swasta
tidak akan dibahas lebih lanjut oleh penyusun, karena penyusun hanya akan

membahas mengenai pelepasan hak yang dilakukan oleh prthak pemernintah selaku
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pthak vang membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai pembangunan untuk
kepentingan umum.

Lebih lanjut mengenai pembangunan untuk kepentingan umum ini didalam
ketentuan pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Limum menyatakan bahwa

Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan keputusan presiden
it dibatasi untuk:

I. kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemenintah
serta tidak digunakan untuk mencan keuntungan, dalam hidang-bidang antra
lain sebagai benkut:
jalan umum, saluran pembangunan air;
waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran ingasi,
rumah sakit wmum, dan pusat-pusat kesehatan masvarakat;
pelabuhan atau bandar udara atau terminal,
peribadatan,
pendidikan atau sekolah;
pasar umum atau pasar INPRES,
fasilitas pemakaman umum,
fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahan dan lain-lain bencana;
pos dan telekomunikasi;
sarana olah raga
stasiun penyiaran radio, televisi serta sarana pendukungnya;

- kantor pemerimah;
fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

e A A0 o®

= Her=o¢ =

Fod

kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain vang dimaksud dalam
angka | ditetapkan dengan keputusan presiden

Bilamana suatu instansi pemenntah memeriukan tanah untuk suatu
keperluan tertentu sedangkan diatas tanah tersebut masih dibebam oleh suatu hak
harus mengajukan permohonan pembebasan hak atas tanah kepada Gubernur
Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuknya, dengan mengemukkan maksud dan
tuuannya pengpeunaan tanah tersebut

Permohonan  pembebasan tanah  dimaksud, diajukan dengan  diseria

keterangan-keterangan tentang
a. penctapan ijin lokas
b, foto copy DIP
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¢ bukti nwayat pengolahan tanah-tanah yang akan dibebaskan bagi instansi
pemenntah

d. surat kuasa

¢. surat keterangan waris dan penyataan sanggup ahli wans

f. surat lainnya sesuai dengan status dan nwayat pemohon tanahnva.

setelah menenma permohonan  dari instansi yang bersangkutan, maka
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut
kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data-
data dan keterangan-keterangan yang berkenaan dengan tamah yang akan
dibebaskan serta maksud dan tujuannya.

Pamtia Pembebasan Tanah adalah panitia yang bertugas melakukan
pemenksaan / penelitian dan penetapan ganti rugi dalam rangka pembebsan hak
atas tanah dengan atau tanpa bangunan / tanaman tumbuh diatasnya yang
pembentukannya ditetapkan olch Gubernur untuk masing-masing Kabupaten /
Kota Madya dalam suatu wilavah propinsi vang bersangkutan.

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor S5 tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bag Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum pasal 7 menentukan bahwa,

Susunan panitia pengadaan tanah schagaimana yang dimaksud pada pasal

6 avat (2) terdin atas ¢

| Bupati / walikota Kepala Dacrah Tingkat I sebagar Ketua merangkap
anggota;

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya sebagai Wakil Ketua
merangkap anggota;

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai anggota;

4 Kepala Instansi Pemerintah Daerah vang bertanggung jawab dibidang
pembangunan, sebagai anggota,

3. Kepala Instansi Pemenntah Daerah yang bertanggung jawab dibidang
pertamian, sebagal anggota;

6. Camat vang wilayahnva meliputi bidang tanah dimana rencana dan .

pelaksanaan pembangunan akan berlangsung sebagai anggota;

7. Lurah / Kepala Desa yang wilavahnya meliputi bidang tanah dimana rencana
dan pelaksanaan pembangunan akan berlangsung, sebagai anggota;

8 Asisten Sekretanis Wilayah daerah bidang pemerintahan atau kepala bagian
pemerintahan pada kantor Bupati / Walikotamadya sebagai sekretans | bukan
angeota.
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9. Kepala Scksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadva sebagai
sekretaris bukan anggota.

Adanya panitia pengadaan tanah dimaksudkan untuk menampung kegatan
pembebasan  tanah untuk  kepentingan pembangunan  disuatu proyek  yang
memeriukan tanah yang terletak dibeberapa daerah kabupaten sebagai satu
kesatuan proyck, oleh karena itu dalam rangka efektivitas, kelancaran dan
sinkronnya pelaksanaan pembebasan tanah diperlukan adanva suatu pamtia yang
mempunyal jangkauan koordinanf terhadap panitia kabupaten atau pejabat daerah
dimana tanah tersebut terletak

[isamping u adanya pamina pembebasan tanah juga dimaksudkan untuk
menampung kegiatan pembebasan tanah untuk proyek khusus atau melipun area
tanah yang cukup luas sehingga akan memmbulkan akibat vang cukup luas vang
mencakup bidang ekonomi dan sosial sehingua masalahnva tidak hanva sekedar
mempertemukan phak-pthak yang bersangkutan saja, melainkan lebih dan ity
tujuan dan pamuia 1m adalah mengatas: masalah-masalah (problem) sosial dan
akibat-akibat sampingan lainnya yang diperkirakan akan menyertai pembebasan
tanah tersebut, seperti misalnya masalah tempat pemukiman baru bagi mereka
yang rumahnya terkena pusuran, hilangnnya mata pencahanan vang semula
bersumber pada tanah atau terletak diatas tanah tersebut dan permasalahan lainnya
yang tidak menutup kemungkinan akan timbul akibat pembebasan tanah ni.

Dengan demikian arti atau maksud “mehiputi areal yang cukup luas”
haruslah dihubungkan dengan akibat yang dapat ditimbulkan dalam bidang sosial
ckonomi, polotik dan kependudukan dalam pengertian kwantitas semata-mata.

Adapun tugas-tugas panitia pengadaan tanah (panitia pembebasan tanah)
menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 hun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
dalam pasal ¥ menyatakan, bahwa pamitia pengadaan tanah bertugas

(1) mengadakan peneliian dan  inventansasi atas tanah, bangunan,
tanaman, dan benda-benda lain yang ada diatasnya dengan tanah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan,

(2) mengadakan penelitian menganan status hukum tanah yang hak atasnya
yang akan dilepaskan atau  diserahkan  dan  dokumen vang
mendukungnya,
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(3) menaksir dan mengusulkan besarnva panti kerugian atas tanah vang
hak atasnya akan dilepaskan atau discrahkan;

(4) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas
tanah mengenai rencana dan pengadaan tanah tersebut;

(5) mengadakan musvawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan
instansi pemenntah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan
bentuk dan atau besarnva ganti kerugian:

(6) menyaksikan  pelaksanaan penyerahan  ganti rugi kepada para
pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain
yang ada diatasnya:

(7) membuat benta acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

Dalam melaksanakan tugasnya pemitia tersebut bukan hanya sekedar
bekerja di belakang meja, melainkan juga harus melihatnya secara langsung
jalannva proses pembebasan tanah, bahkan jika dianggap perlu pamtia tersebut
dapat memanggl pihak-pthak yang bersangkutan untuk melengkap dat/
keterangan berkenaan dengan tanah vang bersangkutan.

Melihat komposisi kepengurusan serla tugas-tugas panitia pembebasan
tanah dimaksud maka inti persoalan sesungguhnya dari pelaksaaan pembebasan
tanah adalah terletak pada panitia tersebut. Masalah pokok yang banyak mendapat
perhatian dalam pelaksaan pembebasan tanah in1 adalah masalah ganti rugi karena
permasalahan inmi menyangkut hak-hak dari pemilik yang tanahnya dibebaskan
sechingga dapatlah dikatakan unsur vang mutlak harus ada dalam pelaksanan
pembebasan tanah adalah unsur ganti rugi.

Menurut Keputusan Presiden Republik Tndonesia nomor 55 tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, dalam pasal 12-22 vang pada pokoknya menyatakan bahwa ganti rug

dalam pengadaan tanah dibenkan untuk:

a. hak atas tanah
b. bagunaan
C. lanaman

d benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah
sedangkan bentuk panti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti,
pemukiman kembali, gabungan dan dua atau lebih untuk ganti kerugian atau

mungkin bentuk ganti rugi yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
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Acara pelepasan hak atau pembebasan tanah tersebut itu ditempuh dalam
usaha memperoleh lahan atas dasar kescpakatan bersama yang dicapar melalu
musyawarah, jika yang memerlukan tanah tidak memenuhi syarat sehagar subyck
hak tanah yang bersangkutan. Misalnya yang membutuhkan tanah tersebut adalah
suatu instansi pemerintah atau badan hukum perseroan terbatas, sedangkan tanah
tersebut melalui acara jual beli, yang merupakan perbuatan hukum pemindahan
hak, tidak diperbolehkan olch pasal 26 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 3 1ahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrana yang menyatakan bahwa,

(1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberan  dengan wasial,
pemberian dengan adat dan perbuatan-perbuatan  lain  yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak mlik sera pengawasannyva
diatur dengan peraturan pemerintah,

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pembenan dengan wasiat,
dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk langsung
atau tidak langsung memindahkan hak milik pada orang asing, kepada
seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum.
kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam pasal 21 ayat
2. adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara,
dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lam yang membebaninya
tetap berlangsung serta semua pembavaran yang telah ditenma oleh
pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Mengenai besarnya ganti kerugian yang akan diterima oleh pemegang hak
telah ditentukan di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun
1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan  untuk
Kepentingan Umum, dalam pasal 15 dan 16 yang berbunyi;

Pasal 15.

Dasar dan cara perhitrungan ganti kerugian ditetapkan atas dasar:

a harga tanah yang didasarkan atas nilal nyata atau sebenarnva,
dengan memperhatikan milai jual obyck pajak bumi dan bangunan yang
terakhir untuk tanah vang bersangkutan

b. nilai jula bangunan yang ditaksir oleh mstansi pemerintah daerah
bertanggung jawab dibidang pembangunan
C. nilai jual tanaman yang ditaksir oleh instansi pemerintah dacrah

yang bertanggung jawab di bidang pertaman.

Pasal 16. Menvatakan bahwa, “bentuk dan besarnya ganti kerugian atas

dasar cara perhitungan dimaksud dalam pasal 15 ditetapkan dalam musyawarah =
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Selain 1tu dalam hal pemberian ganti rug harus pula berpegang pada asas
umum yang bersifat universal selain dan pada pemberian ganti rugi atas dasar
musyawarah, asas umum vyang dimaksud vaitu, bahwa dengan penverahan
tanahnya bekas yang empunya tanah kedudukan ekonomi dan soialnya tidak boleh
menjadi mundur (Abdurahman, 1978:34)

Asas ini sccara tegas dinyatakan dalam penjelasan Peraturan Pemenntah
Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan
Tingm Sehubungan dengan Pencabutan hak- hak atas Tanah dan Benda-Benda
yang Ada i atasnya Dinyatakan dalam penjelasan tersebut™Sclain 1tu
diharapkan pula apar dengan tindakan pencabutan itu hendaknya bekas pemilik
atau pemegang hak atas tanah itu tidak mengalami kemunduran, baik dalam
bidang sosial maupun pada tingkat ekonomi ™

Bag kepentingan siapapun dan untuk twuan apapun tanah diperlukan,
dalam acara pelepasan hak ini, pthak empunya tanah berhak untuk menolak
bantuk dan besarnya ganti rugr vang ditawarkan kepadanva, jika dianggap kurang
layak, sama seperti halnya jual bel tanah.

Apabila dalam musvawarah tersebut tidak diperoleh kesepakatan baik
mengenar penyerahan tanahnya bentuk dan besamya gant rug, dalam acam
pelepasan hak vang empunya tanah tdak dapat dipaksa memenuht kehendak
pihak yang memerlukan. Praktek penggunaan lembaga “penawaran pembayaran”
yang dukut dengan “konsinyasi pada pengadilan negan jumlah ganti kerugian
yang ditawarkan, dengan penggunaan dasar hukum pasal 1404 KUHPdL, biarpun
dalam berbagar kasus dibenarkan oleh Mahkamah Agung, jelas menyalahm
aturan, Dalam keadaan tidak ataupun belum dicapai kata-kata sepakat antara vang
empunya tanah  dengan  pihak  yang menginginkannya,  penyelesman
pembayarannva diatur dalam pasal tersebut dengan menggunakan cara yang
dimaksudkan

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993
tentang Pengadaan Tanah bag Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, kesepakatan antara pthak yang mempunyai tanah dan instansi pemenintah

vang memerlukan dituangkan dalam keputusan panitia pengadaan tanah yang
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bertugas memberi perantara dalam musyawarah yang diadakan, jika yang
memerlukan tanah adalah badan swasta, kesepakatan tersebut dan perbuatan
pelepasan hak sebatknya dituangkan dalam bentuk akta notaris.
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BAB 111
PEMBAIIASAN

3.1 Proses Permohonan Pembebasan Sebagian Tanah Hak Guna Usaha PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X oleh Masyarakat Antirogo

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa
permasalahan tanah Antirogo bermula dengan adanya kebutuhan masyarakat
Antirogo terhadap keberadaan sarana pemakaman umum yang selama ini tidak
dimiliki oleh kelurahan Antirogo, schingga masyarakat harus menguburkan sanak
famili yang meninggal dunia jauh keluar kelurahan atau mungkin menumpang
tanah milik tetangea vang tdak terpakai untuk digunakan scbagai lahan
perkuburan

Kondisi semacam ini sudah barang tentu tidak dapat dibiarkan terus
berlanjut. Hasil pertemuan yang dihadiri oleh kurang lebih 150 orang bertempat di
halaman rumah bapak Sunarto bersepakat untuk melakukan upaya permohonan
tanah milik PTPN X vang telah 2 tahun tidak digunakan sebagaimana mestnya,
Mengingat tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana yang terdapat dalam pasal
6 Undang-undang Pokok Agraria, disamping itu pula menurut pasal 34 Undang-
undang Pokok Agraria mengenai hapusnya hak guna usaha salah satunya
disebabkan oleh karena tanah tersebut ditclantarkan oleh si pemegang hak.

Atas dasar kesepakatan yang diperoleh dari hasil pertemuan itu warga
desa Phinggian vang diwakili seorang (P.Jsh) dari Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan selaku pemrakarsa mulai melakukan prosedur permohonan pelepasan
tanah PT Perkebunan Nusantara (Persero) X vang dimaksud Melalui prosedur
yang ditentukan. Permonohan tersebut disampaikan mulai dari jajaran terendah
{rukun tetangga) hingga ke jajaran yang lebih tinggi vakni kepala Daerah
Kabupaten Jember, dalam hal ini proposal permohonan pelepasan tanah tersebut
disampaikan kepada Sekretanis Daerah Kabupaten Jember Tidak hanya sebatas
itu proposal tersebut juga disampaikan kepada Kantor PT Perkebunan Nusantara
(Persero) X selaku pemegang Hak Guna Usaha atas tanah tersebut,

26
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Upaya i telah mendapat tanggapan yang positif baik oleh Pemerintah
Daerah ataupun oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) X sebagai pihak yang
berhak atas tanah tersebut dengan Hak Guna Usaha denpan memberikan ijin
tanah tersebut dapat dimohonkan pelepasannya guna pembangunan sarana umum.

Pembenan persetujuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan
pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang memiliki luas lahan kurang lebih |
Ha dengan disaksikan dan disetujui oleh warga desa Plinggian termasuk aparat
setempat. Setelah pengukuran dan pemetaan berhasil dilakukan namun keinginan
warga untuk memperoleh sarana umum belum bisa diwujudkan, hal ini
dikarenakan seorang yang bernama P. Sn bersikukuh untuk tetap menguasai tanah
tersebut, sehingga menghambat proses pelepasan hak. Dalam hal seperti ini, maka
P Sn dapat dinyatakan sebagai pihak yang menghaki secara paksa tanah eks-PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X tersebut melanggar ketentuan Peraturan
Pemenntah Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
[jin vang Berhak atau Kuasanva.

Apabila mengamati lebih lanjut mengani proses pelepasan hak atas tanah
PT Perkebunan Nusantara (Persero) X tersebut tidaklah dapat kita jumpai adanva
peranan dan Panitia Pengadaan tanah sebapgaimana yang diamanatkan dalam pasal
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
vang menyatakan; 1

(1) pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan
Pamtia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | ;

(2) Pamitia Pengadaan Tanah dibentuk disetiap Kabupaten atau Kotamadya
Daerah Tingkat 11;

(3) Pengadaan tanah berkenaan dengan tanah yang terletak di dua wilayah
kabupaten Kotamadya atau lebih, dilakukan dengan bantuan Panitia
Pengadaan Tanah tingkat Propinsi yang diketuai atau dibentuk oleh
Gubernur  Kepala Dacrah Tingkat | vang bersangkutan, vang
susunannya keanggotaannya scjauh mungkin mewakili  Instansi-
mstansi yang terkait di Propinsi dan Daerah Tingkat 11 yang
bersangkutan

4
G
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Pasal 1m1 menjelaskan bahwa dalam rangka pembebasan lahan untuk
kepentingan umum diperlukan adanya peranan dar Panitia Pengadaan Tanah yang
dibentuk oleh Gubernur Kepala Dareah Tingkat T yang memiliki kedudukan
scbagai penengah antara Pemerintah yang memerlukan tanah tersebut dengan
masyarakat dimana tanah tersebut berada atau pemilik lahan yang akan
dibebaskan tersebut.

Masyarakat Antirogo tidak menggunakan bantuan dan Panitia Pengadaan
Tanah dalam upaya permohonan tanah PT Perkebunan Nusantara (Persero) X
yang berujung pada pembebasan tanah tersebut.. Mengenai hal ini, apa yang telah
dilakukan olch masyarakat Antirogo dalam upaya permohonan pelepasan tanah
¢ks-PT Perkebunan Nusantara (Persero) X, adalah tepat bahwa pelepasan hak
atas tanah PT Perkebunan Nusantara (Persero) X tidaklah perlu meminta bantuan
dan  Panitia Pengadaan Tanah, karena selain keberadaannya akan banyak
memakan biaya operasional, di dalam ketentuan pasal 23 dari Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dinvatakan bahwa -

pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum vyang memerlukan
tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 Ha. dapat dilakukan langsung oleh
imstansi pemenntah vang memerlukan tanah dengan para pemegang hak
atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang
disepakati oleh kedua belah pihak

Berdasarkan Ketentuan pasal im maka, jelasiah bahwa kedudukan panina
pengadaan tanah bukanlah sesuatu yang hal mutlak, dimana keberadaanya dapat
mempengaruhi proses pelepasan hak atas tanah dan segi hukumnya. karena dalam
kasus ini tanah yang dimohonkan olech masyarakat Antirogo hanya memiliki luas
1 Ha. dengan demikian peranan Pamitia Pengadaan Tanah tidak diperlukan dalam
proses pembebasan tanah PT Perkebunan Nusantara (Persero) X, proses yang
dilakukan oleh masyvarakat Antirogo didalam upava pembebasan tanah PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X dengan hak guna usaha untuk dijadikan sarana
pemakaman umum tclah sesuai dengan aturan vang berlaku sebagaimana yang
telah diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993

tentang Pengadaan Tanah bag Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
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Lmum sebagai peraturan yang hingga kini tetap dijadikan pedoman dalam rangka

pembebasan tanah bagi kepentingan umum

3.2 Hambatan-Hambatan Bagi Masyarakat Antirogo Dalam Upaya
Permohonan Tanah PT Perkebunan Nusantara X

Penyusun menyadar bahwa didalam setiap proses akan selalu timbul suatu
keadaan yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian tujuan vang hendak
dicapai dari proses itu sendini. begitu pula dengan proses pelepasan hak atas 1anah
Antirogo yang oleh penyusun diangkat dalam penyusunan tugas akhir ini.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnva bahwa baik
pthak PT Perkebunan Nusantara (Persero) X selaku pemegang Hak Guna Usaha
atas tanah RVO No.4162 sebagaimana yang tercamtum dalam buku kerawangan
desa Phinggian maupun pemilik yang sah yaitu Bapak Tum sebagai ahli waris dan
Bapak Misdi Simidin telah mengijinkan dan menyerahkan secara sukarela
sebidang tanah yang telah dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) X
kepada masyarakat Antirogo yang telah memohon tanah tersebut untuk dijadikan
sebagal sarana perkuburan umum, sarana oleh raga, dan pemukiman bagi warpa
vang tergolong kurang mampu.

Wujud dan tanggapan tersebut setelah disampaikan kepada Bupati Jember
maka, pihak kecamatan dalam hal ini selaku pithak vang mendapat mandat dan
Bupati Jember telah melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap tanah PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X vang akan dijadikan sebagai sarana umum
Adapun sarana umum yang dimaksud meliputi;

a. pemckaman umum
b. lapangan olah raga
¢. dibangun pemukiman penduduk yang tergolong ekonomi lemah.

Untuk lapangan olah raga memiliki catatan tersendin dalam keberadaanya
yakni selama lahan perkuburan ini belum penuh, maka sarana olah raga tersebut
masih dapat dipergunakan Begitupun sebaliknya manakala perkuburan tersebut
telah terisi penuh, maka sarana olah raga tersebut harus dikurangi luas lahannya.

atau sama sekali dihilangkan guna memenuhi sarana perkuburan. (hasil

-
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wawancara dengan Bapak Sunarto, tanggal 13 apnl 2004 bertempat di Kelurahan
Antirogo)

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan lahan cks-PT
Perkebunan Nusantara (Persero) X justru timbul setelah dilakukan pengukuran
terhadap tanah RVO No 4162 permasalah i1 tergolong unmik karena paktor yang
menjadi penghambat datang bukan dan pemernintah atau orang (instansi) vang
menguasinya melainkan dan scorang yang masih tergolong warga desa Plinggian
dimana tanah RV( itu berada yaitu P Sn. tanpa suatu hak

P Sn selama imi menguasai tanah yang dimohonkan oleh warga tanpa hak,
dengan mengusahakan tanaman pertaman, vang hasilnyva dibagi dua dengan
scorang penjaga yang ditugaskan oleh PT Perkebunan Nusantara (Persero) X
untuk menjaga tanah eks-PT Perkebunan Nusantara (Persero) X selama belum
diubah menjadi lahan perkuburan, dan menjaga bangunan berupa gudang vang
masth berdin di dalam area tersebut.

Akibat perbuatannya maka, secara otomatis pembebasan tanah yang
ditujukan untuk pembangunan sarana umum menjadi terhambat sampai sekarang
karena adanya sengketa yang belum bisa terselesaikan

Langkah selanjuinva upava pembebasan tanah yang dilakukan dengan
jalan musyawarah anlara warga dengan P. Sn.  tetap tidak membuahkan hasil
kKemudian dengan mendapatkan bantuan dan Lembaga Hak Asasi Manusia dan
Keadilan Indonesia diharapkan P. Sn. bersedia menyerahkan tanah yang dikuasai,
namun ternvata P. Sn. tetap bersikukuh untuk menguasainya hingga kim,

Bila mengamati lebih lanjut upaya yang dilakukan oleh warpga desa
Plinggian (Antirogo pada umumnya) untuk mendapatkan tanah yang dikuasai oleh
P Sn hanya terbatas pada penyelesaian pada tingkat kepala desa saja. Padahal
dalam kasus P Sn ini warga dapat meminia Bupati untuk mengambil tindakan
kepada P. Sn  sebagaimana yang tercantum di dalam Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bag
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Memang kepala desa sebagm hakim perdamaian vyang dapat

menyelesatkan perselisihan antar warga vang bukan tergolong ke dalam hukum
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publik, keberadaan kepala desa sendiri yang bertindak selaku hakim perdamaian
Juga telah diakui sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 ayat 2 HIR yang
menyatakan bahwa, “ perschisihan kecil-kecilan vang semata-mata hanya
kepentingan penduduk desa, hendaklah diadakan dengan mufakat oleh orang-
orang tua didesa tersebut™ (Soehardi, 1anpa tahun: 25)

Satu hal yang perlu diketahui bahwa pasal tersebut bukan ditujukan kepada
pembentukan hakim-hakim desa schagaimana hakim dalam kenyataan, melainkan
hanya mengakui adanya kenyataan menurut hukum adat bahwa penyeselaian
perselisithan dan pertikaian-pertikaian dapat didamaikan oleh hakim perdamaian
desa,

Selain cara-cara yang tersebut diatas dalam rangka pengambilan tanah
yang kini dikuasai oleh P Sn, didalam Peraturan Pemerintah Penggann Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa [zin
vang Berhak atau Kuasanya, juga telah mengatur mengenai penyelesaian bagi
pthak yang tanpa 1in menguasi sebidang tanah. Seperti vang telah diatur didalam
pasal 3 ayat 1 Perpu yang menyatakan bahwa,

penguasa dacrah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan
pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan hutan lanpa 1jin vang
berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di daerahnya masing-masing
pada suatu wakiu

Dan peraturan tersebut ditentukan penguasa daerah dapat mengambil
tindakan-tindakan  umuk  menyelesaikan  pemakaan  tanah vang bukan
perkebunaan dan bukan hutan tanpa i1zin yang berhak atau kuasanya yang sah,
vang ada didaerahnya masing-masing dalam suatu wakty

Ketentuan ini dijelaskan pula dalam pasal 4 pada peraturan yang sama,
vang menvatakan bahwa,

(1) Dalam rangka menyelesaikan pemakaian tanah sebagar vang dimaksud
dalam pasal 3, maka Penguasa dacrah dapat memenntahkan kepada
vang memakainya untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan
dengan segala barang dan orung yang menerima hak dari padanya

(2) Jika setelah berlakunya tenggang waktu yvang ditentukan di dalam
perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal mi, perintah it
belum di penuhi oleh yang bersangkutan, maka Penguasa Dacrah atau
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pejabat yang diben penntah olehnya melaksanakan pengosongan itu
atas biaya pemakai tanah itu sendin.

Pasal im menjelaskan bahwa pka setelah berlakunya tenggang waktu yang
ditentukan di dalam penntah pengosongan belum juga dipenuhi oleh yang
bersangkutan (sipemakal tanah tanpa 1in), maka Penguasa Daerah atau pejabat
yang diben penntah olehnya (oleh Penguasa Daerah) dapat melaksanakan
pengosongan lahan yang digunakan tanpa 1in itu atas biaya pemakar tanah itu
sendiri.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa vang dimaksud dengan Penguasa
Daerah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Pasal | ayat 4 menyatakan bahwa vang dimaksud dengan Penguasa Daerah
adalah:

auntuk daerah yang ndak berada dalam keadaan bahaya seperti vang
dimaksud dalam Peraturan Pemenntah Nomor 23 tahun 1959 (LN 1959
Nol39) “Bupat/walikota’kepala daerah vang bersangkutan, sedangkan
untuk daerah tingkat | Jakarta Raya Gubernur /Kepala dearah Jakana
Raya.

b.Untuk daerah berada dalam keadaan bahaya Darurat sipil, Darurat
Militer atau keadan perang, masing-masing Penguasa Sipil Daerah
JPenguasa Darurat Militer Daerah  atau Penguasa Perang Daerah vang
bersangkutan, seperti vang dimakud dalam Peraturan Pemenntah
Penganti Undang undang Nomor 23 tahun 1959( L.N1959 No 139)

Satu hal vang perlu diketahui dalam hal penanganan bagi pemakai lahan
tanpa seiyin yang berhak juga dapat dikenakan hukuman kurungan sebagaimana
vang uga diatur di dalam pasal 6 Peraturan Pemenniah Pengganti Undang-
undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaan Tanah Tanpa lzan
vang Berhak atau Kuasanya, vang berbunyi,

(1) dengan tidak mengurang berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan .
5, maka dapat diprdana dengan hukuman kurungan sclama-lamanya 3
(tiga) bulan dan / atau denda sebayak-banyaknya Rp 5000 (hma rbu
rupiah)

a  barang siapa memaka tanah tanpa 12in yang berhak atau kuasanya
vang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenar tanah-tanah
perkebunan dan hutan dikecualikan mereka vang akan diselesaikan
menurut pasal 5 ayat (1),
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b, barang siap mengganggu vang berhak atau kuasanya vang sah
dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

c. barang siapa vang menyuruh, mengajak, membujuk atau
menganjurkan  dengan lisan atau twuhisan  untuk  melakukan
perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dan ayat (1)
pasal ini;

d  barang siapa yang memben bantuan dengan cara apapaun juga
untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b ayat
(1) pasal ini.

(2) Ketentuan-ketentuan mengenar  penyelesaian  vang  diadakan oleh
Menten Agrania dan Penguasa Daerah sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 3 dan 5 dapat memual ancaman pidana dengan hukuman
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.5.000. (hma ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar
atau memenuhinya

(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Berdasarkan perpu tersebut maka seharusnya masyarakat Antirogo tidak
boleh begitu saja berdiam diri dengan tidak melakukan upaya apapun untuk
memperoleh tanah yang dikuasai oleh P. Sn. tanpa hak. karena perpu tersebut
telah memberikan kesempatan kepada siapapun vang merasa dirugikan untuk
meminta bantuan kepada penguasa daerah dalam upava pengambilan tanah vang
menjadi hak, bilamana tanah tersebut dikuasai tanpa hak oleh seseorang atau
phak lain.

Selain itu pula keberadaan P. Sn. yang mengambil dan menggunakan lahan
tanpa 1)in tersebut dapat dikenakan hukuman sebagaimana vang telah ditetapkan
di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin vang Berhak atau

Kuasanya
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uratan diatas, maka dapat di tank beberapa kesimpulan antara

lain

Bahwa permohonan pelepasan tanah yang dikuasai oleh PT Perkebunan
MNusantara (Persero) X dengan Hak Guna Usaha oleh masyarakat Antirogo
yvang akan dibangun sebagai sarana kepentingan umum mula dan jajaran
terendah (Rukun Warga) hingga ke Bupan Jember sebagai Kepala Daerah
Kabupaten Jember telah mendapatkan persetujuan baik oleh PT Perkebunan
Musantara (Persero) X maupun Bupati Jember untuk dijadikan sarana
kepentingan umum, selain itu pula dalam hal proses pelepasan tanah PT
Perkebunan MNusantara (Persero) X dengan Hak Guna Usaba telah tepat
walaupun dalam proses pelepasan itu sendin  tidak menggunakan bantuan dani
Panitia Pengadaan Tanah, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 21
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah bagm Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
yang menyatakan bahwa

Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan
tanah vang luasnya tidak lebih | (satu) Ha, Dapat dilakukan langsung oleh
mstanst pemernntah yang memerlukan tanah dengan para pemegang hak
atas tanah dengan cara jual bel atau tukar-menukar atau cara lain yang
disepakati oleh kedua belah pihak.

Bahwa pemanfaatan tanah yang dimohonkan untuk dijadikan sarana umum
tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal i dikarénakan
kehadiran seseorang (P. Sn) yang masih warga desa Plingman dengan paksa
tanpa 1jin telah mengambil alih tanah untuk kepentingannya sendin, segala
upaya telah dilakukan oleh warga untuk menvadarkan Beliau, namun tak

satupun upaya yang berhasil.
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4.2 Saran
Dalam penyusunan sknpst im ada beberapa saran yang hendak

disampaikan oleh penyusun terhadap permasalahan kasus tanah Antirogo i,

saran tersebut antara lain

|. Pemenntah Daerah seharusnya tanggap terhadap permasalahan vang dialami
oleh warganya, dalam hal ini adalah masvarakat Antirogo vang tidak memiliks
lahan perkuburan sendin, karena di dalam ketentuan Peraturan Pemenntah
Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa lzin vang Berhak atau Kuasanya sendin diatur
mengenal kekuasaan pemenmtah daerah vang memiliki hak untuk melakukan
penngatan sekaligus tindakan terhadap pemakai lahan bukan perkebunan dan
bukan hutan yang tanpa ijin dan yang berhak. Dan ketentuan im scharusnya
pemerintah daerah ndak hanya menugaskan camat untuk sckedar melakukan
pengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dimohon melainkan juga untuk
melakukan penjagaan terhadap lahan agar tdak dikuasal oleh seseorang tanpa
izin selama lahan tersebut belum difungsikan scbagaimana yang dimohonkan

2 Sudah sepantasnya apabila warga Antirogo juga turut berperan akuf dalam
rangka pengambilan kembali lahan yang telah dimohonkan dan tangan
sescorang (P.Sn.), tidak hanya sebatas pada undakan kekeluargaan belaka
melainkan tindakan-tindakan yang lebnh keras lagr vang sesuar dengan hukum
vang berlaku antara lun dengan  meminta Bupati untuk mengambil langkah
konkrit terhadap P Sn. sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lain yang Berhak atau Kuasanya agar
tanah tersebut dapat digunakan sebagaimana yang telah dimohonkan yakm

untuk pembangunan sarana umumn.
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~~~~~~~ 1990, Poltk Hukum Agraria. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
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Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan pengembangan bahsa 1991 Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

CV Citra Mandini. 2003 a.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. |embar  Negara Tahun 1960
Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 243 | Jakana

ceemmeneee. 2003 b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentung Pencabutan
Hak-hak Atas Tanah Benda-henda vang uda diatasnva. [ embar Negara 1
Tahun 1961 nomor 288 Tambahan [embaran Negara Nomor 2324
Jakarta.

cee—e 2003 ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ientang Acara
Penetapan CGanti Rugi Oleh Pengadilan Tinggr Sehubungan Dengan
Pencabuwtan Hak Atas Tanah Dan Benda-bendu Yang Ada Diatasnya.
Lembar Negara Tahun 1973 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 304
Jakarta,

mmeenees 2003 d. Keputusan Presiden Republik Indonesta Nomor 53 Tahun 1993
tentang  Pengadaan  Tanah Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Uniuk
Kepentingan Umum. Jakara

hal
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAINIAN ANTIROGO

M. Woptu Barlian No. 1 Kode Pos 68125
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI

KELURAHAN ANTIROGO
Ji. Koptu Barlian Ne. Il Kode PPos 68125

|

Nomor 2400/ /513.06/2003 kepada
Lampiran 3 Imbar Yth. Sdr
Sifat Penting Camat Sumbersan
Perthal Laporan di-Tempat
Menindaklanjuti perintah lesan Saudara, pada hari Jumat, tangeal 25 Juli 2003, |

*+ pukul 14.00 WIB, perihal penggunaan tanah RVO No. 4162 di hngkungan Plinggian,

dengan ini kami laporkan hasil rapat dengan warga sekitar lokasi yang telah dilaksanakan
pada

Harn Minggu

Tanggal 27 Juh 2003

Pukul +19.00 WIB

Tempat Kediaman Bpk. Sunarto

RT. 02 RW_II Lingkungan Plinggian
Adapun hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan penggunaan tanah sebagai
berkul
I Tanah kuburan luas + 2511 m’
2 Lapangan Olah Raga + 6831 68 m’

3 Pemukiman penduduk fakir miskin + 871,2 m® untuk 12 KK, lap KK 6 x 12 m°

Mengenar data sketsa gambar dan daftar nama keluarga vang peroleh lahan |
pemukiman serta daflar hadir peserta rpat tercantum dalam lampiran surat lain

Demikian untuk menjadikan penksa adanyu
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN SUMBERSARI

KELURAHAN ANTIROGO
JI. Koptu Barlian No. II Kode Pos 68125

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah in1 sava, Kepala Kelurahan Antirogo, Kecamatan
Sumbersan Kabupaten Jember
MNama Drs. Human Tryanto

NP 010 190 013

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tanah RVO No. 4162 adalah .
benar-benar tanah RVO dan terletak di RT 02 RW_ 1| Lingkungan Kelurahan Antiropo |

Denukian surat permvataaan i dibuat tanpa paksaan dan tekanan dan pihak

manipun

Nn*yﬁ 190013

-
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Jember, 28 Juh 2003

Pengurus LPM

Kelurahan Antiropo

Sekretaris

i f%m -rq?
=
Stprikto Aribowo

/

rengurus FMK

Kelurahan Antirogo

Wa'di Munir

Lurah Antiroug

Drs. Hunlan Trivanto
NIP. 010 190 015
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DAFTAR NAMA-NAMA YANG AKAN
MENEMPATI LAHAN 1

Bersama lampiran ini, saya sertakan nama-nama warga yang akan menempati
lahan/tanah tersebut, sebanyak 12 orang memang sangat membutuhkan dan tergolony

fakir miskin diantaranya

1. P. ADIM 7. B. SANA

2. B. GEDANG 8. B. Rl

3. P.SALI 9. P. DULAJIB
4. P. RONI 10.P. TUN

5. B. MURA 11.LB. UM

6. P 1L 12. B. HANAPI

Demikian untuk menjadikan maklum adanya

L.urah Antirogo

Drs. Human Trivanio
NIP. 010 190013
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

- KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMEER
JALAN K.H. SIDDIO HNCMOR 45 TELPON / FAX 484644 JEMBER

Jember, 11 Juni 2004

Nomor, : 200.353:4- 3€2, Kepada

S1fat : Biasa Yth.S5dr. Dekar Fakultas Hukum
Lampiran = = Universitas Jember
Perihal : Konsultasi Jalan Kalimantan o 37

——————————— Di
JEMBER

Memenuhli Surdt Saudara tanggal 31 Maret 2004
Nomor : 1230/J25/1.1/PP9/2004 perihal tersebut pada
pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Jember :

N-ama : VIARTI YUSOF
N Ip < 990710101030
Alamat : Jalan Jawa II 10 Jember

Telah melaksanakan Konsultasi untuk keperluan skripsi
tentang Masalah "PENCABUTAN HARK ATAS TANAH SEBAGAI
WUJIUD PENERAPAN PASAL & UNDANG-UNDANG DOROK AGRARIA. |
KASUS PERMOHCNAN PELEPASAN SEBAGIAM HAK GUNA USAHA
ETPN X OLEH MASYARAKAT ANTIROGC )" muplai 2 April
sampai dengan B Mei  2004. Selanjutnya guna evaluasi
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diminta agar
Saudara dapat menyerahkan skripsi tersebut sebanyak 1
satu eksemplar kepada Kepala Kantor Pecrtanahan
Kabupaten Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum,

EN., KEPhuﬂ EANTOR PERTANAHAN
- KABUPATEN JEMBER

KEE&%T 5UB BAGIAN TATA USAHR

]

3
_/CARS® AHDIAT, SH.
-7 NIP. 750 003 643

Tempusan : disampsikan kepada

¥tn. Bapak Kepala Kantor Pértanahan Kabupaten Jember
| sebagal laporanm |
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN SUMBERSARI
KELURATIAN ANTIROGO
J opta Barlian No, 1 hode Pos 68125

—

SURAT KETERANGAN
Nomor: 2978/147/534.08/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala kelurahan

Antirogo Kecamatan Sumbersgari

Nama : Drs. Human Triyanto

Nip

010 I90 OI3

Kabupaten Jember :

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universi -

at Jember :

Nama : Viarti Yusuf

Nim ¢ 9907I0I0I030
Alamat : Jl. Jawa I1 No. 10

telah melakukan konsultasi dan wawancara pada tanggal 5 Ap

ril sampai dengan I9 April 2004, sebagal bahan dalam penu-

lisan gkripsi dengan judul :

"Pelepagan Hak Atas Tanah Sehggai Wu jud Penerapan Pasal 6

Undang-undang Pokok Agreria ",

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar diperguna-

. kan sebagaimana mestinya,

Antirogo, I4 Juni 2004

uﬁEF‘Ar‘_
1’N5T1HUGU

2)

v TRIYANTY

[P, 0¥ 190 013,-

ig;-.
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAT.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
& (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

- 11238 /125.1.1/PP.9y 7 ' Jember,
iran
al :KUNSUL'I‘ASI

YthKepada Pimpinan prey x

Dekan Fakultas Hukum Universitas lember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara sSeorang mahasiswa |

Nama P ik

NIM L 3N HETN

Program 'S 1 [lmu Hukum

Alamat sdie J g T T .

Keperluan - Konsultasi tent.mﬂ Masalah s oau o L TR R
Roiai |y (Bnpa Fisrii b e
!J-1".' man Baahs PERT S0 2 Moty 'ju'

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

_,.n"
o “Lha
”‘ "*. Dekan,

..r

\

1.1

h\l

|..|'j

f\"““' “‘
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Katak Pos 9 Jember 68121
= (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

r 1238 /125.1.1/PP.9/2004 rember, 3 el 204
iran
il KONSULTAS]

Vth. g

epala Badan Pertanahan Nasienal
di —

JEMBER

Dekan Fakultas Hulkum Universilas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa |

Nama  yoaner yysur
MNIM :
990710101030
Program 81 Imu Hulkoum
Alamat ' Jle Jawa IT Nos 10 Jember,
Keperluzn : Konsultasi tentang Mas:

"2l wponeatutan Hak Atas Tanah
Sebagni Wujud Penerapan Pasal 6 Undang - Undang

Pokok Agraria, (Kasus Permochonan Pelepasan Sebaiian
Hak Guna Usaha PTPN X0leh Mssyarakat Antirogo v,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Marena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan

DENyuUsuUnan

Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 6812]
R (0331) 335462 - 330482 Fax, 330482

r 1238595 1.1/PP.9/ 2004 Jember, |49 Maret 2004

al :KONSULTASI

‘fth._'m_:.rah'_.ﬁnyir_.ngﬂ :
dl -
JEMBDR

Dekan Fakultas Huleum Universitas lember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudars seorang mahasiswa :

Nama VIARTI wusur

NIM P0710101020

Program :S1 [lmu Hukum

Alamat 33 Javm IX Hos 10 Jomborg

Keperluan : Konsultasi tenlang Mﬂsalah“Panﬁabutan Hak Atas Tanah
Sebazian azjud Penerngan Pazsl é Undang = Undangz
Pokok Agraria,(Kasus Permohonan Pelepasan Sebagian
Hok Cuna Usaha PITW X Qleh Masyarakat Antirogzo)n,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnva,
Karena hasil dari konsullasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
pPeEnyusunan

Alas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimalasih.
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PERATURAN PEMERINTAI PENGGANTT UNDANG-UNDANG
MOMOI STTATILS 1960
TENTANG

HAK ATAL

LARANGAN PERAKATLAN TANAL TANPA 1ZIN YANG B

it

Mumimilang ¢

o bl olel K

& CRembim . Baluya®
Penguusa Forng s
i 4 berliak atim

| Lembaran My sin PUST N, LA) bels
Mo, PrdPepenuall] 121958 iennuy =
Kuasunya®, yung kevmdian dimmbil din divb
IPriPeperpa0d |/ 454,

barfrwea berludsing dengun kate
wisbing Now 23 tabon 1959 ienmug K
Ja. Persrin | i Pengint Undag
tuham 1900 Mo, 66) wakoi herlikinya Penn
ikan beraklir puda Sowenl 16 Descmber |960;
£ badwa dewensi in perlimbengnn tanb-lamb
kissttya yang enh masih pely di angsmiagkim, bigi pals kepadi penguasa-pengnasi yong
bersaugkitlan maxih perly diverikan dosar bokon bagi timdikan-tindakamya  untuk
menycivaikan pamakaion sl denikian joi;

d babwn ketentuamketenton dalbag Erdowin "tnrechimatige  termsibe v g |
(Stnatsbladl 1940 Mo, 110% d:m Usidnggeuncing e b, 86957, (Lenbarmi-Megarn sl
1954 Mo, 65) seeta Undinggondang Dararat Mo, 100954 (Lembanin Mugiirn tidpar [956 Mo 43)
kretu berbaga pertimbangin tdak dapat dipukai Tugi;

e Halwn beshubung dengan Il fersebut dintis dim mengingat 100 masal
soil-teraksul sekarang diar dilon bentuk percr permsding-undings

ya sebuikny
his N

[ Balwe karenn kuadnan yang memaks: saal rersehr ir dengan [eritburim Penserintal

Peagganli Undaigeuadang;

2 pasnd 22 uyal (1) Undang-tnedang Dasnr;
b, Undang-undung Pokok Agraria {Undang-undanyg No. 5 talun 1960;

Mendengar  © Musyawarsh Kobinet Kerja pada tanggal |3 Desember 1960,

414

"L PFERTANAILLN

Preiitan enealnn

i AR Mo L,

1A il 1 AL Mas, 0l

e Uuehnrgommbang Darari b, § u

e Mladangesenlamg D Mo D ialon 1956 JUAE Mo 481

Pl T T L I

1w

At agihian

>,

Penggruety Llmiling-mimlarig ini vange itk siafkan TRTH

asal 1.

1 yang Bugsung dikuasi aleh Mapiri;

AN =IHIGR

b yang bk lermmsak loaad g ying Jipaiyai
ki,

i Menter)
Inckawm wang berluk gt tonal i,

1 I 1 j mengemn sebudig sl ot
kih banguisn 11

il Pengyiin
139)

1asing Petigeasd Darural Sapl [aceal,
Peraings el yang bersnngkiitan, sepentl
el Perpganti Unidimg-ending Mo, 23 talun (959

{Leinbnran-Megara talon | 559 Na, 139
Pusul 2

Dilarany memakal taal finpa it yang berhak atow kunsanys yang suh
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Fanal 1

L Penigina Dol gt finginbnd dicdskas-binkab o otk e yelsathan ki Ll
yarg Dk prarkubimm i Bk b e e yang bediak i kisasingsd yang sih. gisia
Al ._:_.___.r.___.__.._.u.._ LR TR IR P bl wiiinhig wakii,

L2 Dyt Neescbinn g et (1§ povel ik ik shemgan risspriu o pevesig permmikun
st pemggiiindb el vang Bersapghlan

Pusul 4

(11 Fhaliir gk sremyelesathan permbistan sl sehagai yang dimaksantian dilan psal 5, mnka
Preetmen Bocrnly g siemerintabbin kepada yamg sk ok mengrsmgban ki
it Dokt sy wégiala Iarinig dan ommngs g menering bk skt punbinyn

20 Jika sl bierbikusya tenggang wak i yomg deentika disalam permtal pengaszan Termelnat
pracds e (1] sl ok peersiab i bl dipeamilid el et Persangkote, ik Peignisa
Phucenls st pefalin yamg diberi perintal aleduyn mekakaanikon pongasmgan i e biga
freintabal viedl (il geatin,

PFanal §

(1 P ttaletoh perkebwman dan Tt o ot Dndangamdng Duoacs No, § o
P {Lenbueran-Megara 154 Moo 681 foy Eindang-tamiig Dot M | babsen 1938 |Lembrean
Mugirn Gihust 193 6 Ne 43) leinis diselesaikin, abin yang padi bmggal muskn berlsany
Pormuran Pemeringl Pengaant) Undlamgamediogd e b dinglesaikin e Eetemmn
keventumy atiy Ulnidasgnmdang  Dorwran Gersebid, selangioinya akan disclhosikan memeol
Kutemtihetentin pange diciapkan oleh Menten Agraris, seelah mendengar Mesten Pertanin.

(20 Phengian vikak mamgiarang Borlakinya bebenduah dabim iyl (1) pazal i, mnka Menbari Agrria
dengan - menbmgar  Moct Peruinn, dapat pole mengambel  Umbakan-tindskan ik
iy eliaikon penntkaion tmeh-anal perkchiman dan Ban g e gy berhak oo
ktismnya yong sah, yang m_..:.__:_h.. -_r..__.wr. tanggal 12 hum 1954,

(30 Dl mmgkn menyelesaikan pemmmiatan pab Al perkelmsn o lisan i Meatert A grar
dien Enssint e ik nyn mempoyai weswening puli schigmi yoag dimikued datam gl 4

(4 Didulum imenpguinkan wewenangnyn sehag=i yong dimaksod dofam pasal -, maka mesgena
peiyelesian  permkaian lamadi-anndi perkebunan Menten Aprra harus ssemporiuiden
kepentingin rakyut-pesnukad tnah yang bersanghutin. kepentimgas penduduk Inineya dubsersh
tempat letiknys permsalann kebun don lpas tanodl yong diperlulkan perusabaan ity wniek
menyelengpsrakan waalanys, dengan ketentuan, bahwa ierlehih dabuly hores  divsohaken
tereapainyn penyelesaian dengan jalnn musyswarh dengan fihak-fhok yang bersanpgkutan.

Tasal &
{1} Dengan tidak mengurangi berlakonyn ketemtuan dalsrn posal-passl 3, 4 dan 5, maka dapot
scharryak-

dipadana dengan hitkuman kunmgan selama-lamanya 3 (figa) bulan danfatae denda
banyakiys Rp, 5,000, (Tina ribo rupiah);

——————
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i bk ek Lnali Gy b ey ek st ey yaeg mak, dengas
bperbman fedincn ke i - feal pererbc e did bt dibecualiboun metils vy

bt b feaciibm petmeral sl S v {1

fi. Insrmegskap ienggaiggn g ot st bisrsamy gy ang sah shbslam pamppenaban balys
itas aaati Dalaing Lasialy,

¢ banpgsiag mesysnilmongagabo bk sta mcngajekan denpe fiae s [T
sk metkakan prerbikin oty dmaked il pasal T atss heenl b itan svat (1 b peanad dewi.

i i eenben Basies ditgiin s apgron Jope stk ncbddan pesbeatin wescdad
pomdan prical 2 iosen Dosarad b ahans gk | V) sl ime

LI K etk et incngams peryeiesmnn vimg duosdakan vich Menton Agrans dom Ponpashs
vt sctiagni wanigd alinrtksisd elmrt praadopraal 3 dow § sbapat imcmest ancaimm pebans dengan
Pksrain kunmgan wlimademarma 1 jgal belan domodas desds setomysb-hamyaluys Hp
Sl bk e b b berhoskap sk vieng mgkangean st Nelak mcrimmdimya

18 Vemilok puliona st sbalpry pumal i oslakidy pobasggian

Panai 7

Perztietin Permermtsh Pompmt Dndupg—ontang o menkn bacriakon pmba tangged b Hosowber 14460

Ajpu siapys metiop s dupo sampdiahu, meoterrolbsd pemgumtangan Porasuren ool

Penagmmii § Inelmwg-unalang i dergan pengmporan ditim Lostomm: hggaa Mepabi ladenoa

I uctaphan & Lokt

[ada tanggal 14 Dencmiser |960

Presigien Hopublis ledesesis,
Tid

SUOEKARNO
thiundanghan di dakaris
poal el |4 Doseanbnee 1900
Pejabiat Sekretaris Negara,
Fid

SANTLISL
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FENIELARAN
ATAS

PERATURAN PENERIN VAT BENGUEAN T LENIEANG-UN I ANE, N 51 TANNY
1l
FENTANL

PLARANGAN PENTARAAN TANAI TANPA AN VAN WERITAR ATAU
BEASANY A"

Pttt bl fepmgish sihatly sttt bk g wia didakn g i Kii-hos b,
hipkaat wlely g b i e g yanngs Tevwitjah it yang bethib. Posikosin
bl bezshinnl bt puls el PRl Comeynigh plt ansnoya shapuii
merrilinm keabian vinng ik sewiimm ), Fomnige ilisbalkin kimyeg ey kg
prerwtsbiain il gl rakyar, bath ik persionsidion b otk Bercoenb Gamn

Fharliin punlie st ik b N, bbb Bl bierslly dilab ok daygam cao
aug eriar. Peoibaion el soou Dalok s, Fehilslahin Fang sl s
huka dkn en-tentite, selugaipant wernd dibigah g, berns stz falikoan
serighull waniy sebali ddik pviiighenkon T chfabmmhammyn  senvan g
it g, Penabnmiu bnigeinivarebsainpninet b Kot jostisle seamipod Pragegie,
Prjuibiin din Ll swbagliye sk Werpepllepal s bk neemise it R temnputiaga, ik
L T TR R S St it wcerssiniinaly Duesimteyn ke hilikne, el
Aligaainadsige dlond st Resciabin diil e bortil kv aonggntt Halak dagust iliperampgniz-
Jwabian Dol iaggr: alipeelibisingekan Inrzpn kgt g diderite. Megary dust romparikat,
atibsabing el kbt an g s purisabin baesletich petkchamm, yang mcrupakan
il aabi enbiing prodiksn yug penting g perck oo Meggara ghovieasn fol, o delaly s~
saie kit kbl pualic Denilkinilal mko eyl g prermckann bl seenr
dleatikiien fije, wuanglipn sl it sebabi-mmiiheliyi tetap falak bl hapunt diberiarkan, dun
kavrem din e iy,

Werhuibnsys sbengn e ik ol P MiliseKepmla Staf Avgkatio [Xarat bl filehis®an
Pt Peogasi Milllee/Kepaly Sl Asgkanin st No. Prolf M 460057 I *Lasingiin
preitikaan tnals G Pesbiibikoya pian kinisstipn®, yunge didisarkan s “Hepelung op de
Mant vl ool cin beleg® (Seasblal 1939 Mo 53 Fetlmbwng dengsm Berdokunes Unlaing-
tnlarsg Me 34 Gl (957 (Lenshairan-Negen il 1057 My Lol temmng =K el Hahiea®
Perabisran terschr i s Peruran Kepaty Sl Angkitom Durd sctuk Penguisa Povg
Pusal ik dhiialy Anghatan 1t Mir, PriPeperpui ] U238, Permtisrim it ketmuiag ditails)
bt sbibalt degan Peratusin Menjguis Permg Pl Nt 1"ra 141959 hinggn mlipusi pats
vietlitimih - petkebuinn, King Haskang-uidang. Mu. 79 gl 1957 terscine 1otal digasits puls
dangun Peraturan Penesinil Penggunti Uniskang-vidang Mo, 23 whan 1959 fentang “Kesdbunn
Wahayn® (Lesmsbnen-Negues bhon 1959 Mo, LW Nerhuhung dengin i makn Permsuems.

4. Dengon iidak berlnkunys Ingi Perturin-peraturan Penguusa Peranp Pusat werschat moka

borlakulals kemiali Ordonarnsi "Onseclimalige nccapatic van gronden® (Stazishlad 1948 No. 110)
IR
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s 1 mbavig ity Vool Moo X Balawi 1953 00 UL T B T g LT L SR | e,
e ubiaiiom: mond jasisnibsim janih gyl oocm vk akyai® Fovaps onbestamins Wrmtud Liian
Siaatahbul 10N Ko D00 i Roangm babunatuiilabng viiem iohmie. b il abigiat il ik iinoh s
Poibiin puls ates dir boberats-bebaatis probies bk | elaprumbog Tharurs 1y acfue
revhh dignnr Phrhaimine shemgam i vl Risrsns poslislmizan Cobtml bk porel s
vang Gekik o ik nclimun hokuie we diwsas B persil perls dilsmpaamphoa, Lo puita
bepinls pomgmrarpomgnns yamg Tayssnhsean sl perin dobetiban dicam-Livar Tnikami P
Prondisd it bk aninth s wniish, b choniihoan pvrkusian sl yomg sheobian de, porb desdal s
prorituin s gomng Wapes ditobsanakoe sevaie yamy kb clickun Mangangs i sdwirs v
valih Iserubar “wrnontons™, Wk bipaesling bebeh ik jsha jrovarmms b tabed dibeliol s Lags
slibmn bemiul povstisa yasy dibestbas st beoonnos 1 mbangamsbang hoslas s
migbiton diten bovsid persmlsgamsboges B D00 barem besbaon moskeid sk s
pvatiin yiug dhiicrknal i olitctaphoan sebusssi Uyt e Pemsrnnsh Prmggants | ko umsiaan

* Dot nwghiorall, balwa porsocrhon gisalah gevishses tomaly sevas talad b i

twrseriulae bl se-indabam laben Lipurgan yong biess yomig mecinpesyon v s
s yage bk s serhude jusbs Pabang o b phlon, oaleed wi e isseRs
lapompn- Migesigeate sssial, pretmiduisbiian, oty s enalmg i smcwgimiied Dimdal s oesal
s sichieny pulngtae v shiororbwmlhow dosrss o pocvercbion ban [ XTI TR e
Wit Buikuireniry ksl besisal, Perammsn Peisreniah Pz | balamg um

# o Pestsiie g Peomies Pyl Punpmami Vlsdirg  madang [dlisarzion Ferpein i

ety acaban alvas pvosbacm waeal simpin dewh ilare g Perhold atae basaisa vang aali dalals
petfmtan vamg dabiesng o doncan puli dengas Bl s s pllases tpomasl T yve, sl 0oz (1)
basvd ) Maomesizat s sl pobmesiamys wristh yamig: alrpist qhgnieans b tidok wapa worttan poada
pcishabumr-pertabacan il yamg dirmbin sosbab bk g ys Farpu mi belap g prmodaies
et by Gilianidai) sebchisions i b ik etap Pavlamgemng, |lalam posds i tidskbah
s v alilukiskom pawieean paitos wienuri Pl 0 trschnit. Marien Apraia dm Povgmma
Ihacrubt sincrmmnt puasal _s.!_nﬂl..niﬂ.gﬁurr-n:itﬁr! wvma lam dewgan
femgnem Soperiingn Wekoial yaeng Iormanghan,  puli ibongan Higrigemgsl  IyWCaRa
ek kit ponggarcemn emalh woss ekl s Pk s bk kg wrmn v borbok niksh
digwrtnidehbos. Tetwpd o sk dhbvrsbon jiky sang berkak tu mwmmberiom Lnsrys s
el perbomtar Hiahkom momerel paal-mmad 37, 00 b 30 Veslarg-mmubag ko Apraru bl
stk boike e Bartgan e hob pesa-wsabs o Pl tansheys diperanterkm. Ags spoya
mrckuk sl pey et L ihiwglemp ok an sy sy g el Tl moka pha gramtaans
et Mot Agvaria ke Pomprem el shpar merermtlidan bopuls paee Tk ey
ek gl s yusg Ik tan fpevsad 4 ahomy gl 8 gt 1§71 hongon denaikinn
ks sk nmgendibean g menm svbiklal diportkan pormstronn poapadilsn Solsh s
fomitn ko e perhe sl periniili Pergretigan dap puds delshokan mmhtsn it
Ihcogem whomnmn ek Gtk sl s il whong=tas dam menyieunban sl potihaim
tmmih-trmh sevans .El.!.jlﬁﬁnmr!nnﬁi-nbrlgrnlrirluﬂ
dhemzn mnpingul Giltor-Gak o tgmmigear, wakin, Leadaom tnsh sdan Lepomtingn fkak-fikak yang
Bersigbutan,
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‘seighemilgly ALl Esiiknga paing ks, sesion dimgan keuibisn meterpi P puula i i
akim Tukiow=Laktin yang mewbedikion vsali-uei perkebunai i M dmgsn gt
Dby wniiin: Kbvossinn gl il sl pethe b g by e digaiding perln ik
Mimisalbanngy e Menters Agearin (lon M Pertanumb, Wigen e firts
Kebijahoinmn g serigan, weritini Landi sl ertisbunan i hetamyakise wbiklay dugeai
Dasitgan - bbb schagal persnabn disealesednenh s et dpisal 83 Sebugai e
Ktk st dlinn gy akan Wt yang Wistabsus) dabov'pescal 5 myat (£ akan ayun (24
kit dliietaehan il awal 40 Buliwen tecebil sbabuil Darnalih slisskaluikat soteapm
penyebeulan ez alan sy W likefihak voig bersasehicann Dk jalan
shuiwsieieenlt Hih avembiased bl ik Muiter Al gy rwstisheigar | Myt
Pettmand yog akin oenetaphan penselesiiniig shengtish mwriprbitahan Lepwmtingan el iy
vkl Gl yang | bbb puembistul lannwa didsgraiy lermpel letikiiya
permsiilfiean kelisii yamg dperhian geersdan o otk eyl
usithana, Didibin pasal | P perbiedinin e ekl wmals perelesin im Tt
g dhisnalal gisfab gl 12 Pl sl e sy Layal 130 dban avil (1)) Pernibkaiag il
sellinm shiggal ferielin, yaitu tanggeanl il benlabomyia Llisilissig-umbamng Sarrs) Mo 8 plaas
19SS, Dawvn ineleszikans, Larena iwtsrnnge ek demikion lakig Uhenabunng-imiibarge @lansiu
ekl i Pk imr-puiisikiiun gl agak tttgagi) i et isehesaikan piita, o
kit bl tnevggal weesbait muskili s peridsr o tgam snlarang pomakiion sl yang
stk b wurka bt o menyelesriipiyn sl sewajeriy fikc diamis) sl yarng
Iivan terfiuag | kil g It ko il petsdis frhimbip purn pensikas subelun gl
B2 Jianl 1954 s, Terladag e prermtakan eimg vk Bir b dikok gt slbakakas e
ik dpenal & it (1Y bl il

B Bengpn nsdawys pevipeloenr et dinis ke tibak paelie Jagsd ) bk Pempetagan pusal ileim

[ritsal.

N PEMPY FEHTANAIAN

PERATURAN PEMERINTAN PENCGANTI UNDANG-UNDANG
MO S6 TANEN 196k
TEXTANG
PENETAAN LUAS TANAH FERTANIAX

PRESITEN REPUILIK INIRINESIA,

Aleulpalimg
i Bmbracy pyrlis dibvtaphas s g snesen den mameny Gl potarn schugs yng ko)
shala pemcsl |7 Vil -mmdangt Na $ wabsim f60 g Povansm |hower Pk, puikad
Agrarus | Dissbuararn Mygary w9l R 11y,

W dwaboe wlch Lincnn keadum ks sesl tovschut distme shevpsn Pemtiaun Prarmtab
Pemjictsionl Bl bongz smmbimg,

Munjihngai ;
b guwath 23 iyl )0 v panbiang | it

B pomal Z 707 e 4 Ul g sy Mo S pabass P00 () artburae Nogwa tahwm | W M
U

Mernlagnr Missyawamh Kiblwoc Koo ks nppad 2% | oscmber |90
Miemmtwskan ¢

Mimetaphian Petutpran Pernrintdy Venppanth | by madmns foniamy poouwn base Tk
Peviaiim

Fasal )

(1} Beoramg stm @amg-ormg yang dilam protigieidpcammys mompol s wwa belusrgs boroumasaang
bmvya daporbulchiban weengicsn ek porbaion, boik eibl sendse s Lopepysss mang b
i ik seluribinygn ek itch ity dan 20 heisr, bk swsh, tanah kpring moupim
iy i tinsah kgring

(20 thenpgan incmgmpnt beadean docrii yang sl Lhamas Monon Apram domst memwwnish bass
bz 21 gt bpregtng pranka aryan (1) panad i denymn palong Samyak § hoktar,

Pasal 3

Onny.omng dus riﬁiriig kelusrpimys menguassi fanah
Eiggiﬂgzifllﬁgtlii
i?ﬂlgi-iﬁnilﬁufii;
g?EﬁTﬂrﬂEi-g%i{i;E
Agraria
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